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ABSTRAK

This study is motivated by the growing demand for transparency, account-
ability, and integrity in public administration amid various challenges related
to bureaucratic ethics, highlighting the importance of introducing Sharia-based
governance as a normative and systemic alternative to strengthening ethical stan-
dards in public administration. The object of this study is the implementation
of Sharia-based governance principles, including justice, trustworthiness, trans-
parency, responsibility, and an orientation toward the public good, in public ad-
ministration practices in Indonesia. This study employs a qualitative approach
using a literature review design and conceptual analysis of relevant regulations,
scholarly literature, and policy documents. The data are then analyzed using
content analysis techniques to identify the relationship between Sharia princi-
ples and modern public administration ethics standards. The conceptual analy-
sis indicates that the integration of Sharia values into public governance has the
potential, in theoretical and proportionate terms, to contribute to strengthening a
culture of integrity, preventing corruption, improving performance accountabil-
ity, and establishing a public service system oriented toward the public good.
This study concludes that the implementation of Sharia-based governance is
not only normatively relevant in the context of Muslim societies but also com-
patible with the universal principles of good governance. Therefore, it has the
potential to serve as an ethical and strategic model for sustainable public admin-
istration reform.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

MO

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integri-
tas dalam administrasi publik di tengah berbagai permasalahan etika birokrasi, sehingga penting untuk menghadirkan tata
kelola berbasis syariah sebagai alternatif normatif dan sistemik dalam memperkuat etika administrasi publik. Objek peneli-
tian ini adalah implementasi prinsip-prinsip tata kelola berbasis syariah yang meliputi keadilan, amanah, transparansi,
tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan dalam praktik administrasi publik di Indonesia. Metode yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan analisis konseptual terhadap berbagai regulasi, literatur
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ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidenti-
fikasi keterkaitan antara prinsip syariah dan standar etika administrasi publik modern. Hasil analisis konseptual menun-
jukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola publik secara teoretis dan proporsional berpotensi berkontribusi
terhadap penguatan budaya integritas, pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pembentukan sistem
pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi
tata kelola berbasis syariah tidak hanya relevan secara normatif dalam konteks masyarakat Muslim, tetapi juga kompatibel
dengan prinsip good governance secara universal, sehingga berpotensi menjadi model etis dan strategis dalam reformasi
administrasi publik yang berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.
DOI: https://doi.org/10.34306/alwaarits.v3i2.1242
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1. PENDAHULUAN

Reformasi administrasi publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan komitmen yang
kuat terhadap penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisi-
pasi publik [1, 2]. Namun demikian, berbagai persoalan etika birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang,
praktik korupsi, konflik kepentingan, serta rendahnya integritas aparatur masih menjadi tantangan serius dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi struktural dan regulatif semata
belum sepenuhnya mampu membangun kultur etis dalam administrasi publik. Diperlukan pendekatan normatif
dan nilai yang lebih mendasar untuk memperkuat fondasi moral aparatur negara. Dalam konteks masyarakat
Indonesia yang mayoritas Muslim, tata kelola berbasis syariah menjadi sangat signifikan untuk dikaji karena
menyediakan landasan teologis dan rasionalitas normatif yang kokoh dalam mewujudkan etika administrasi
publik [3, 4]. Secara mendasar, hubungan ini berpijak pada penegakan amanah dan keadilan sebagaimana
diintrodusir dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa 4: 58, yang berbunyi:
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(QS. An-Nisa 4: 58)
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut memerintahkan penyampaian amanah kepada yang berhak serta penetapan hukum atau
kebijakan secara adil. Prinsip ini diperkuat oleh Hadis Nabi SAW (HR. Bukhari dan Muslim), yang mene-
gaskan bahwa setiap pejabat atau aparatur merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya [5, 6]. Dalam perspektif maqasid al-shariah, tata kelola syariah berfungsi sebagai instrumen
perlindungan kemaslahatan publik (hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-’aql) dalam proses perumusan kebi-
jakan dan pelayanan publik. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (’adl), amanah, transparansi (syafafiyyah),
dan tanggung jawab (mas’uliyyah) tidak sekadar norma dogmatis, melainkan memiliki dimensi operasional
yang kompatibel dengan indikator modern etika publik dan good governance. Oleh karena itu, kajian menge-
nai implementasi tata kelola berbasis syariah menjadi penting dalam upaya merumuskan model administrasi
publik yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga kokoh secara etis.

Tata kelola berbasis syariah merupakan internalisasi prinsip maqasid al-shariah dalam administrasi
publik untuk mewujudkan keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat
[7, 8]. Pendekatan ini menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan
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kepada masyarakat dan Tuhan, sehingga dapat membangun kesadaran etis aparatur dalam menjalankan tu-
gas dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebi-
jakan publik, pengelolaan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan pelayanan publik, serta mengkaji
relevansi dan kesesuaiannya dengan konsep good governance [9, 10]. Melalui pendekatan kualitatif berbasis
studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengem-
bangan administrasi publik berbasis nilai serta kontribusi praktis dalam memperkuat integritas birokrasi dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implementasinya tetap perlu memperhatikan pluralitas masyarakat,
keselarasan dengan sistem hukum nasional, serta profesionalisme aparatur agar tercipta tata kelola pemerinta-
han yang beretika, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sebagaimana ditunjukkan pada
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Gambar 1. Penerapan Tata Kelola Syariah untuk Etika Administrasi Publik

Gambar 1 menunjukkan penerapan tata kelola syariah untuk etika administrasi publik melalui prin-
sip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan maslahah sebagai fondasi normatif penyelenggaraan
pemerintahan yang mencerminkan keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab aparatur, sekaligus
mendorong penguatan integritas, pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan pem-
bentukan budaya organisasi yang beretika, dengan tetap memperhatikan tantangan pluralitas masyarakat, serta
profesionalisme birokrasi agar penerapan nilai-nilai syariah berlangsung secara substantif dan tidak sekadar
simbolik dalam mewujudkan good governance dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, yang se-
jalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) sebagai tujuan
utama penguatan institusi publik yang efektif, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi, serta berkaitan den-
gan SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
inklusif serta SDG 10 (Reduced Inequalities) dalam mengurangi ketimpangan akses terhadap pelayanan publik
dan mendorong keadilan sosial [11, 12].

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Tata Kelola Berbasis Syariah dalam Perspektif Kontemporer

Tata kelola berbasis syariah merupakan konsep pengelolaan organisasi dan pemerintahan yang berlan-
daskan pada prinsip-prinsip normatif Islam, seperti keadilan (‘adl), amanah, tanggung jawab (mas’uliyyah),
transparansi (tabligh), serta orientasi pada kemaslahatan (maslahah) [13, 14]. Dalam perkembangan liter-
atur mutakhir, tata kelola syariah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai mekanisme pengawasan terhadap
kepatuhan hukum Islam semata, melainkan sebagai sistem nilai yang membentuk struktur, proses, kebijakan,
dan budaya organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan etis
dalam menjalankan kewenangan, menetapkan kebijakan, serta melaksanakan tanggung jawab kelembagaan.
Studi terbaru menunjukkan bahwa tata kelola syariah memiliki dimensi etis yang kuat karena mengintegrasikan
akuntabilitas vertikal kepada Tuhan dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat, sehingga setiap keputusan
tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga nilai moral dan dampaknya terhadap kepentin-
gan publik [15, 16]. Dalam konteks institusi publik, pendekatan ini relevan untuk membangun model gover-
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nance yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga pada internalisasi
nilai moral dalam perilaku aparatur dan proses pengambilan keputusan [17, 18]. Penelitian kontemporer juga
menegaskan bahwa prinsip maqasid al-shariah memberikan kerangka strategis dalam merumuskan kebijakan
publik yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian kemaslahatan secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, tata kelola berbasis syariah berpotensi memperkuat integritas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, konsep ini dapat dikontekstualisasikan
dalam sistem administrasi publik modern tanpa mengabaikan prinsip universal good governance, profesional-
isme aparatur, serta kebutuhan masyarakat yang beragam [19, 20].

Tata Kelola Syariah

sebagai dasar etika administrasi publik

[ I | I ]

Memberikan hak Menjaga kepercayaan Keterbukaan informasi Kewajiban menjalankan Mewujudkan manfaat
yang sama dan dan tanggung jawab dan proses tugas dengan baik bagi masyarakat
proporsional

L | J

|

Penerapan
Prinsip-prinsip Tata Kelola Syariah

f I | I |

Integritas n an . P
Aparatur Korupsi Birokrasi

Good Governance
dan Kemaslahatan Masyarakat secara Berkelanjutan

Gambar 2. Konsep Tata Kelola Berbasis Syariah dalam Perspektif Kontemporer

Gambar 2 menampilkan kerangka konseptual tata kelola berbasis syariah dalam perspektif kontem-
porer yang menempatkan prinsip-prinsip normatif Islam sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pe-
merintahan modern [21, 22]. Pada bagian tengah visualisasi terlihat figur aparatur publik yang berdiri di atas
timbangan keadilan sebagai simbol keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan
amanah. Di sekelilingnya ditampilkan nilai-nilai utama seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan
kemaslahatan yang menggambarkan dimensi etik dan moral dalam tata kelola. Bagian bawah ilustrasi mene-
gaskan integrasi nilai syariah ke dalam tata kelola pemerintahan modern melalui penguatan integritas, akunt-
abilitas, dan transparansi sebagai elemen kunci good governance [23, 24]. Secara keseluruhan, tata kelola
berbasis syariah merupakan model yang selaras dengan administrasi publik modern dan berorientasi pada ke-
maslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2. [Etika Administrasi Publik dan Tantangan Integritas Birokrasi

Etika administrasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun institusi pemerintahan yang
kredibel dan dipercaya masyarakat [25, 26]. Literatur terbaru menyoroti bahwa tantangan terbesar birokrasi
modern adalah krisis integritas yang ditandai dengan korupsi, konflik kepentingan, serta lemahnya budaya
akuntabilitas. Reformasi administratif yang berfokus pada prosedur dan digitalisasi belum sepenuhnya efek-
tif apabila tidak disertai penguatan nilai etis dalam organisasi. Penelitian pasca-2022 menunjukkan bahwa
pendekatan berbasis nilai dan budaya organisasi lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan kontrol formal
semata. Oleh karena itu, integrasi nilai religius dalam sistem administrasi publik dipandang sebagai salah satu
strategi alternatif dalam memperkuat etika aparatur [27, 28]. Dalam konteks ini, tata kelola berbasis syariah
menawarkan pendekatan normatif yang menekankan kesadaran moral intrinsik, bukan hanya kepatuhan ter-
hadap regulasi eksternal.

2.3. Integrasi Nilai Maqasid al Shariah dalam Good Governance

Konsep good governance yang dikembangkan dalam literatur global menekankan prinsip transparansi,
partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum [29, 30]. Namun, sejumlah kajian terbaru mengkri-
tik pendekatan good governance konvensional karena cenderung bersifat teknokratis-instrumental dan kurang
memperhitungkan dimensi etis-spiritual aparatur. Untuk memperkuat sintesis teoretis, penelitian ini menginte-
grasikan Teori Administrasi Publik Modern (New Public Service dan Public Value Theory) dengan Kerangka
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Magqasid al-Shariah. Dalam perspektif administrasi publik, kepublikan (publicness) berfokus pada penciptaan
nilai publik (public value) dan pelayanan warga negara (serving citizens) [31, 32]. Sementara dalam keil-
muan Islam, penciptaan public value tersebut selaras secara substantif dengan pemenuhan maslahah publik
(al-maslahah al-’ammah) yang ditopang oleh pilar maqasid al-shariah (perlindungan jiwa, akal, harta, ketu-
runan, dan martabat). Integrasi analitis ini menempatkan prinsip syariah bukan sekadar sebagai dogma agama
eksternal, melainkan sebagai sistem nilai pengendali intrinsik (intrinsic governance control mechanism) yang
memperkaya indikator good governance seperti mengubah accountability administrative menjadi pertanggung-
jawaban ganda [33, 34]. Dengan demikian, dialektika teoretis ini menghasilkan kerangka kerja public admin-
istrative ethics yang kokoh secara manajerial sekaligus berakar kuat pada nilai keislaman.

2.4. Model Implementasi Tata Kelola Syariah dalam Institusi Publik

Implementasi tata kelola berbasis syariah dalam institusi publik memerlukan strategi sistematis melalui
reformasi regulasi, penguatan budaya organisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, komitmen
pimpinan, konsistensi pengawasan, serta partisipasi masyarakat untuk menjamin legitimasi kebijakan publik
[35, 36]. Dengan mengintegrasikan dimensi normatif berupa nilai dan prinsip, dimensi struktural berupa aturan
dan kelembagaan, serta dimensi kultural berupa internalisasi etika dalam perilaku aparatur guna meningkatkan
kualitas etika administrasi publik secara berkelanjutan dan sistemik. Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini
menunjukkan bahwa tata kelola berbasis syariah memiliki relevansi teoretis dan praktis dalam menjawab tan-
tangan etika administrasi publik kontemporer. Meskipun penelitian terdahulu telah mendiskusikan etika Islam
dan good governance secara umum, mayoritas studi tersebut masih terbatas pada kajian normatif tunggal atau
pengawasan kepatuhan institusi keuangan. Kebaruan (novelty) dan orisinalitas dari penelitian ini terletak pada
formulasi Model Integrasi Tiga Lapisan (Normatif, Implementatif, dan Evaluatif) yang memadukan prinsip
magqasid al-shariah secara holistik ke dalam indikator etika administrasi publik modern (seperti akuntabili-
tas, transparansi, dan anti-korupsi) dalam satu kerangka kerja operasional birokrasi publik [37, 38]. Dengan
demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menawarkan model tata kelola berbasis nilai
yang tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga terstruktur dan aplikatif untuk reformasi birokrasi di
Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual dan studi kepus-
takaan (library research) untuk menganalisis implementasi tata kelola berbasis syariah dalam meningkatkan
etika administrasi publik melalui eksplorasi nilai, prinsip normatif, dan konstruksi konseptual yang mendasari
integrasi syariah dalam administrasi publik modern [39, 40]. Dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal
ilmiah bereputasi, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur
terkait maqasid al-shariah, good governance, dan etika administrasi publik yang terbit setelah tahun 2022, yang
dikumpulkan melalui identifikasi, seleksi, dan klasifikasi berdasarkan relevansi, kredibilitas, serta kontribusi
teoretis, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis dan analisis konseptual untuk mengiden-
tifikasi keterkaitan prinsip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan maslahah dengan integritas,
akuntabilitas, serta pencegahan korupsi, sementara validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber liter-
atur dan konsistensi interpretasi teoretis guna merumuskan model konseptual tata kelola berbasis syariah yang
sistematis dan aplikatif dalam konteks administrasi publik Indonesia [41, 42].

3.1. Desain dan Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan dalam studi ini disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Penelitian

Tahap Penelitian Kegiatan Utama Output yang Dihasilkan
Identifikasi Analisis isu etika administrasi publik Rumusan masalah
Masalah dan kebutuhan integrasi nilai syariah penelitian
Pengumpulan Seleksi jurnal, buku, dan regulasi Basis data literatur
Literatur terbaru yang relevan terkurasi
Analisis Analisis hubungan prinsip Kerangka konseptual
Konseptual syariah dan indikator etika publik penelitian
Perumusan model implementasi Model konseptual tata

Sintesis Model tata kelola berbasis syariah kelola syariah

AL-WAARITS: Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial, Vol. 3, No.
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Tabel 1 menjelaskan desain dan tahapan penelitian yang digunakan dalam studi ini secara sistema-
tis dan terstruktur [43, 44]. Tahapan dimulai dari identifikasi masalah yang berfokus pada analisis isu etika
administrasi publik serta urgensi integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem tata kelola pemerintahan. Tahap
selanjutnya adalah pengumpulan literatur melalui proses seleksi sumber ilmiah yang relevan, kredibel, dan mu-
takhir untuk memastikan kualitas landasan teoritis penelitian. Setelah itu dilakukan analisis konseptual guna
mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip tata kelola berbasis syariah dan indikator etika administrasi
publik [45, 46]. Tahap akhir berupa sintesis model yang menghasilkan kerangka konseptual implementasi tata
kelola berbasis syariah. Dengan demikian, Tabel 1 menegaskan bahwa penelitian dilakukan melalui prosedur
ilmiah yang runtut dan terarah sehingga mendukung validitas dan kedalaman analisis.

3.2. Variabel Konseptual Penelitian
Penelitian ini bersifat konseptual sehingga variabel yang digunakan berupa konstruk normatif yang
dianalisis secara teoritis, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut [47, 48].

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel Utama Dimensi Indikator Konseptual
Tata Kelola Nilai Normatif Keadilan, Amanah, Maslahah
Berbasis Syariah Nilai Operasional  Transparansi, Tanggung Jawab
Etika Administrasi Integritas Kepatuhan moral, anti korupsi
Publik Akuntabilitas Pertanggungjawaban kinerja

Tabel 2 menggambarkan variabel konseptual yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, yang
terdiri atas variabel tata kelola berbasis syariah dan etika administrasi publik. Tata kelola berbasis syariah
dijabarkan ke dalam dimensi nilai normatif seperti keadilan, amanah, dan maslahah, serta dimensi nilai op-
erasional seperti transparansi dan tanggung jawab. Sementara itu, etika administrasi publik diuraikan dalam
dimensi integritas dan akuntabilitas yang mencerminkan perilaku dan kinerja aparatur negara. Tabel ini me-
nunjukkan keterkaitan konseptual antara prinsip-prinsip syariah dan indikator etika birokrasi modern, sehingga
menjadi dasar analisis dalam merumuskan model implementasi tata kelola berbasis syariah yang relevan den-
gan penguatan integritas dan kualitas administrasi publik [49, 50].

3.3. Model Alur Metode Penelitian
Alur tahapan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini disajikan pada Gambar 3 berikut.

~
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Gambar 3 menampilkan model alur metode penelitian yang digunakan dalam studi ini secara sis-
tematis dan terstruktur. Alur dimulai dari tahap identifikasi masalah yang berfokus pada analisis isu etika
administrasi publik serta kebutuhan integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pemerintahan [51, 52]. Tahap
berikutnya adalah pengumpulan literatur melalui seleksi sumber ilmiah yang relevan dan mutakhir sebagai
landasan teoritis penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis konseptual dengan teknik content analysis untuk
mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab
dengan indikator etika administrasi publik. Tahap akhir berupa sintesis model yang menghasilkan model kon-
septual implementasi tata kelola berbasis syariah yang sistematis dan aplikatif dalam konteks administrasi
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publik Indonesia. Secara keseluruhan, gambar ini menegaskan bahwa metode penelitian dilaksanakan secara
bertahap, logis, dan berbasis analisis ilmiah guna menghasilkan kontribusi konseptual yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Identifikasi Prinsip-Prinsip Syariah yang Relevan dengan Etika Administrasi Publik

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip utama dalam tata kelola berbasis
syariah (sharia governance) yang paling relevan dengan etika administrasi publik, yaitu keadilan (al-’adl),
amanah, transparansi (syafafiyyah), dan akuntabilitas (mas’uliyyah). Prinsip keadilan menekankan distribusi
hak dan kewajiban secara proporsional tanpa diskriminasi. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab moral
pejabat publik dalam menjalankan kewenangan. Transparansi menuntut keterbukaan informasi publik, semen-
tara akuntabilitas mengharuskan adanya pertanggungjawaban administratif dan moral. Hasil kajian menun-
jukkan bahwa keempat prinsip tersebut memiliki korelasi langsung dengan indikator etika administrasi publik
modern seperti good governance, pelayanan publik yang profesional, dan pengelolaan anggaran yang bertang-
gung jawab.

4.2. Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah dengan Konsep Good Governance

Berdasarkan hasil content analysis terhadap literatur tahun 2022 ke atas, ditemukan bahwa prinsip
syariah tidak hanya kompatibel, tetapi juga memperkuat konsep good governance. Prinsip keadilan selaras den-
gan prinsip equity and rule of law. Amanah berkorelasi dengan integrity and ethical leadership. Transparansi
memperkuat aspek public disclosure, sedangkan akuntabilitas mendukung sistem pengawasan dan evaluasi
kebijakan publik. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian dalam abstrak bahwa hukum ekonomi syariah
dapat berperan sebagai fondasi normatif dalam membangun sistem ekonomi dan administrasi publik yang sehat
di Indonesia. Integrasi nilai-nilai syariah bukan bersifat simbolik, melainkan substantif dan aplikatif.

4.3. Hasil Sintesis Model Konseptual Tata Kelola Berbasis Syariah
Berdasarkan tahapan metode penelitian, hasil sintesis menghasilkan model konseptual tata kelola ad-
ministrasi publik berbasis syariah yang terdiri dari tiga lapisan utama:

* Lapisan Normatif: Berisi prinsip dasar syariah (keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas).
» Lapisan Implementatif: Berisi kebijakan publik, sistem pelayanan, dan manajemen keuangan negara.
 Lapisan Evaluatif: Berisi mekanisme pengawasan, audit, dan partisipasi masyarakat.

Model ini menunjukkan bahwa integrasi nilai syariah dapat diterapkan secara sistematis melalui regulasi, pen-
guatan etika aparatur, serta sistem kontrol kelembagaan. Hasil ini diperoleh melalui proses reduksi data, kate-
gorisasi konsep, dan interpretasi tematik.

4.4. Implikasi terhadap Sistem Ekonomi dan Administrasi Publik Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam administrasi publik berpotensi
meningkatkan:

» Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

» Efektivitas kebijakan publik.

* Stabilitas sistem ekonomi nasional.

* Pencegahan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab secara komprehensif pertanyaan pada abstrak bahwa hukum
ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sistem ekonomi yang sehat melalui penguatan
etika administrasi publik. Hasil metode penelitian membuktikan bahwa terdapat kesesuaian konseptual dan
peluang implementasi yang signifikan dalam konteks Indonesia.

AL-WAARITS: Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial, Vol. 3, No.
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5. IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi manajerial dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah, yaitu
keadilan (al-‘adl), amanah, transparansi (syafafiyyah), dan akuntabilitas (mas uliyyah), ke dalam sistem ad-
ministrasi publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diterjemahkan secara operasional dalam tata kelola
organisasi pemerintahan. Secara manajerial, pimpinan instansi publik perlu menjadikan nilai amanah sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam pengelolaan anggaran, perencanaan program,
dan distribusi pelayanan publik agar terhindar dari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Prinsip keadilan menuntut manajer publik untuk menerapkan sistem evaluasi kinerja dan distribusi
sumber daya yang objektif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta tidak diskriminatif. Sementara itu, transparan-
si harus diimplementasikan melalui digitalisasi sistem informasi, keterbukaan laporan keuangan, serta akses
publik terhadap proses pengambilan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat ter-
hadap institusi pemerintah. Akuntabilitas juga perlu diperkuat melalui mekanisme audit internal dan eksternal
yang konsisten, sistem pengawasan berbasis indikator kinerja, serta budaya organisasi yang mendukung per-
tanggungjawaban moral dan profesional.

Dengan demikian, model tata kelola berbasis syariah yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat di-
jadikan kerangka strategis bagi para pengambil kebijakan untuk membangun sistem administrasi publik yang
lebih berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penerapan model ini juga
diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan organisasi yang berlan-
daskan nilai-nilai etika, sekaligus mendukung penguatan stabilitas sistem ekonomi nasional secara menyeluruh.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan (al-
‘adl), amanah, transparansi (syafafiyyah), dan akuntabilitas (mas’uliyyah), memiliki relevansi yang kuat dan
aplikatif dalam memperkuat etika administrasi publik di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis literatur sistem-
atis dan content analysis, ditemukan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya sejalan dengan konsep good gover-
nance, tetapi juga mampu memperkaya dimensi moral dan normatif dalam tata kelola pemerintahan. Sintesis
model konseptual yang dihasilkan menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dapat dilakukan melalui tiga
lapisan utama, yaitu normatif, implementatif, dan evaluatif, sehingga menciptakan sistem administrasi publik
yang lebih berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menjawab pertanyaan utama dalam abstrak bahwa hukum ekonomi syariah berperan
strategis dalam mendukung sistem ekonomi yang sehat melalui penguatan etika administrasi publik. Hasil
penelitian menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara nilai-nilai syariah dan prinsip tata kelola modern,
serta potensi implementasi yang signifikan dalam konteks Indonesia. Namun demikian, penelitian ini memiliki
keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis studi literatur tanpa pengujian empiris di lapangan. Selain
itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif dampak implementasi prinsip syariah terhadap kinerja
institusi publik, sehingga ruang generalisasi masih terbatas pada tataran teoritis.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan empiris melalui meto-
de kuantitatif atau mixed-method guna menguji pengaruh implementasi nilai-nilai syariah terhadap indikator
kinerja administrasi publik, seperti tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat. Penelitian
mendatang juga dapat memperluas objek kajian pada institusi pemerintah daerah maupun lembaga keuangan
publik untuk melihat variasi implementasi di berbagai konteks. Selain itu, pengembangan model evaluasi
berbasis indeks tata kelola syariah dapat menjadi kontribusi baru dalam memperkuat integrasi antara prinsip
agama dan praktik administrasi modern secara lebih terukur dan aplikatif.
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